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PERATURAN BUPATI POHUWApo-====a.-' 

NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

1 

Men1mbang 

Mengmngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat ( 1 )  

Peraturan Kepala Lembaga Kebakan Pengacdaan 

Barang/Jasa Pemenntah Nomor 13 Tahun 2 0 1 3  

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

d1 Desa, tata cara pengadaan barang/jasa d desa yang 

pembayaannya bersumber dan1 Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa datur oleh Bupat dalam bentuk 

Peraturan Bupat1, 

b bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagammana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupat Pohuwato tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa d1 Desa, 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bers1h Bebas dar 

Korups1, Kolus1 dan Nepotsme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851),  

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan 

Kebupaten Pohuwato d1 Provins1 Gorontalo (Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 

Nomor 4269), 



Men1mbang 

Mengngat 

BUPATI POHUWATO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat ( 1 )  

Peraturan Kepala Lembaga Kebakan Pengacdaan 

Barang/Jasa Pemenntah Nomor 13 Tahun 2 0 1 3  

ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/asa 

d1 Desa, tata cara pengadaan barang/asa d desa yang 

pembayaannya bersumber dan1 Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa datur oleh Bupat dalam bentuk 

Peraturan Bupat1, 

b bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagammana 

dmmaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupat1 Pohuwato tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa d1 Desa, 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bers1h Bebas dar 

Korups1, Kolus1 dan Nepotsme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851), 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan 

Kebupaten Pohuwato dI Provins1 Gorontalo (Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 4269), 

1 



3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu bhk 

Indonesa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4286), 

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 4355), 

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemen1ksaan Pengelolaan dan Tanggungawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 440), 

6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Penmbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambe han 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438 

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesa Nomor 5234), 

8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2 0 1 4  

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 5495), 

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repubhk Indonesa Nomor 5587\, 

10 Peraturan Pres1den Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemermntah, sebagammana 

dubah terakhr dengan Peraturan Pres1den Nomor 4 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Nomor 5655), 



Memperhat1kan 

Menetapkan 

1 1  Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesa 

Nomor 4578), 

12 Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 6 

Tahun 2014 Ten tang Desa (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5539) 

sebagammana telah drubah dengan Peraturan 

Pemenntah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,  

Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 

Nomor 5717),  

13 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 1 3  Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berta 

Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, 

Peraturan Kepala Lembaga Kebakan Penga caan 

Barang/Jasa Pemenntah Nomor 13 Tahun 2 0 1 3  

ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ J asa 

d Desa, (Berta Negara Republk Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1367), 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA 

CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mm1, yang dmmaksud dengan 

1 Pemer1ntah Daerah adalah Bupat1 dan perangkat daerah sebagar unsur 

penyelenggara pemenntahan daerah 

2 Bupatl adalah Bupatl Kabupaten Pohuwato 

3 Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagar pemmpm 

kecamatan yang melaksanakan pelmpahan sebagan wewenang Bu pat 

untuk menangan1 sebagan urusan otonom1 daerah 



4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem1hki batas-batas 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentmngan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-1st1adat 

setempat yang daku dan dhormat dalam sstem pemermntahan 

Negara Kesatuan Republk Indonesia 

5 Kepala Desa adalah seorang yang dphh langsung oleh masyarakat 

desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak drangkat 

dan drsahkan oleh Bupat1 untuk memmmpm masyarakat Desanya 

dengan segala hak, wewenang, dan kewabannya dalam masa jabatan 

6 (enam) tahun serta dapat drphh kembal hanya sampa1 masa jaba tan 

6 (enam) tahun kemud1an 

6 Penabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dan Pegewa1 

Neger1 S1pl DI Lmngkungan Pemerntah Daerah Kabupaten Pohuvato 

yang dangkat oleh Bupat1 Pohuwato dalam hal terad1 kekosongan 

jabatan Kepala Desa 

7 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat 

oleh Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) 

8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya drsmngkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemenntah desa yang 

dibahas dan disetuu1 bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa 

9 Pengadaan Barang/Jasa dI Desa yang selanutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa oleh Pemenntah Desa, bak dlakukan dengan cara 

swakelola maupun melalu1 penyeda barang/jasa 

10 Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 

menyedakan barang/jasa 

1 1  Swakelola adalah kegatan Pengadaan Barang/Jasa dmmana 

pekerjaannya direncanakan, dikerakan dan/atau drawas1 send1n oleh 

TIm Pengelola Kegatan 

12  Tm Pengelola Kegatan yang selanutnya dsmngkat TPK adalah Tm 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, 

terdm dan1 unsure Pemenntah Desa dan Unsur Lembaga 

Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa 

13  Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesua1 dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemenntah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Peraturan Bupat mm1 dmmaksudkan sebaga1 landasan hukum 

pelaksanaan pengadaan barang/asa Pemer1ntah Desa 

(2) Peraturan Bupat1 mm bertujuan untuk membenikan pedoman bag1 

Pemenntah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/asa 

Pemenntah Desa 

Pasal 3 

( 1 )  Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prnsrp-prmnsrp 

a Efisien, ya1tu pengadaan barang/jasa harus dusahakan dengan 

menggunaan dana dan daya yang mmmmum untuk mencpa1 

kualtas dan sasaran dalam waktu yang drtetapkan atau 

menggunakan dana yang telah dtetapkan untuk mencapa1 has1l 

dan1 sasaran dengan kualtas yang maks1mum, 

b Efekt1f, ya1tu pengadaan barang/jasa harus sesua dengan 

kebutuhan dan sasaran yang telah dtetapkan serta membenkan 

manfaat yang sebesar-besarnya, 

c Transparan, ya1tu semua ketentuan dan mformas1 mengenal 

pengadaan barang/jasa bersfat jelas dan dapat diketahu secara 

luas oleh masyarakat dan penyeda barang/jasa yang bermmat, 

d Pemberdayaan masyarakat, ya1tu pengadaan barang/jasa harus 

sebaga wahana pembelajaran bag masyarakat untuk dapat 

mengelola pembangunan desanya, 

e Gotong royong, ya1tu penyedaan tenaga kerja secara cuma-cuma 

oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegatan pembangunan 

ddesa, dan 

f Akuntabel, ya1tu harus sesua dengan aturan dan ketetuan yang 

terkat dengan pengadaan barang/jasa sehmgga dapat 

drpertanggung jawabkan 

(2) Para pihak yang terkat dalam pelaksanaan pengadaan barang/yasa 

harus mematuhi etika melputr bertanggung jawab, mencegah 

kebocoran, dan pemberesan keuangan desa, serta patuh terhadap 

ketentuan peraturan perundang undangan 



BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

( 1 )  Ruang hngk:up pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam 

peraturan Bupat1 mm terdmn1 atas 

a Pengadaan barang/jasa melalu swakelola, 

b Pengadaan barang/asa melalu1 penyeda barang/jasa, dan 

c Pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah tenma 

(2) Pengadaan barang/asa sebagammana dmmaksud pada ayat ( 1 )  yang 

pembayaannya bersumber dar1 APBDesa, tdak termasuk dalam ruang 

mgkup Pasal 2 Peraturan Pres1den Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

pengadaan barang/jasa sebagammana d ubah terakhr dengan 

peraturan Pres1den Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat 

atas peraturan Presden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan 

barang/jasa pemer1ntah 

BAB IV 

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 

Bagan Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

( 1 )  Pengadaan barang/jasa d1 desa dlaksanakan oleh TPK yang drtetapkan 

dengan keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah ganl 

paling banyak 5 (Ima) orang dengan susunan 

a Ketua, 

b Sekretans, dan 

C Anggota 

(2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagammana dmmaksud pada ayat ( 1 )  

melput kegiatan persrapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, 

dan pertanggungjawaban has1l pekerjaan 

() Khusus untuk pekeraan konstruks1 tdak sederhana, yatu pekeraan 

konstruksr yang membutuhkan tenaga ahh dan/ atau peralatan berat, 

tdak dapat dilaksanakan secara swakelola 



Paragraf 1 

Pengadaan Barang/ Jasa Dengan Nllat Sampat Dengan 
Rp 50 000 000 00,- (LIma Puluh Juta Rupiah) 

Pasal 1 1  

Pengadaan barang/jasa dengan nla1 sampan dengan Rp 50 000 000,00 

(Imapuluh juta rupiah) dlaksanakan dengan ketentuan 

a TPK membel barang/jasa kepada l (satu) Penyeda Barang/Jasa, 

b Pembelan sebagamana dmmaksud pada huruf a, dlakukan tanpa 

permmtaan penawaran tertuls dar1 TPK dan tanpa penawaran tertuhs 

dan Penyeda Barang/Jasa, 

c TPK melakukan negos1as1 (tawar-menawar) dengan Penyeda 

Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebIh murah, 

d Penyeda Barang/Jasa membenikan bukt transaks1 berupa nota, faktur 

pembelan, atau kutans1 untuk dan atas nama TPK 

Paragraf 2 

Pengadaan Barang/ Jasa Dengan Nllat Sampat Dengan 
Rp 50 000 000 00,- (Lmma Puluh Juta Rup1ah) Sampa1 Dengan Rp 

200 000 000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) 

Pasal 12 

Pengadaan barang/Jasa dengan nllat sampat dengan Rp SO 000 000,00 (hma 

puluh juta rupiah) sampan dengan Rp 200 000 000,00 (dua ratus uta 

ruprah) dlaksanakan dengan ketentuan 

a TPK membel barang/jasa kepada 1 (satu) Penyeda Barang/Jasa, 

b Pembelan sebagammana dmmaksud pada huruf a dlakukan TPK dengan 

cara memta penawaran secara tertuls dan Penyeda Barang/dasa 

dengan dlampIr daftar barang/jasa (rncan barang/jasa atau ruang 

Ingkup pekerjaan, volume, dan satuan), 

c Penyeda Barang/Jasa menyampakan penawaran tertuhs yang beris1 

daftar barang/jasa (rmnc1an barang/jasa atau ruang lngkup pekerjean, 

volume, dan satuan) dan harga, 

d TPK melakukan negosras1 (tawar-menawar) dengan Penyeda 

Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebIh murah, 

e Penyeda Barang/Jasa membenikan bukt1 transaks1 berupa nota, faktur 

pembelan, atau kutans1 untuk dan atas nama TPK 



Bagan Kedua 
Perencanaan 

Pasal 6 

Rencana pelaksanaan swakelola mehputl 

a Jadwal pelaksaan pekerjaan, 

b Rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan, 

c Gambar rencana kerya (untuk pekerjaan konstruks1), 

d SpesfikasI tekn1s (apa bla drperlukan), dan 

e Perkraan baya (Rencana Anggaran Baya/RAB) 

Bagan Ketga 
Pelaksanaan 

Pasal 7 

( 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanan 

pengadaan barang/jasa melalu swakelola 

(2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/mater1al untuk 

mendukung kegatan swakelola yang tdak dapat disedakan dengan 

cara swadaya, dilakukan oleh penyeda barang/jasa yang dangap 

mampu oleh TPK 

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruks ditunjuk 1 (satu) orang 

penanggung jawab tekms pelaksanaan pekerjaan dan anggota TPK yang 

di anggap mampu atau mengetahu1 teknrs keg1atan/pekerjaan 

(4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekeraan sebagammana dmmaksud 

pada ayat (3) dapat dibantu oleh person1l yang drtunjuk dan dnas 

tekns terkart dan/atau oleh pekera (tenaga tukang dan/atau mandor) 

(5) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan 

swakelola yang tdak dapat drsediakan dengan cara swadaya 

sebagammana dmmaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan 

pengadaan barang/jasa melalu penyeda barang/jasa 

BAB V 
PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA 

Bagan Kesatu 
Umum 

Pasal 8 

( 1 )  Pengadaan barang/jasa melalu penyeda barang/jasa drmaksudkan 

untuk meenuh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 

pelaksanaan swakelola maupun memenuh1 kebutuhan barang/asa 

secara langsung d desa 



(2) Penyeda barang/jasa yang dranggap mampu dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa harus memenuh persyaratan menhk1 

tempat/lokas usaha, kecual untuk tukang batu, tukang kayu, dan 

se]en1snya 

(3) Selan ketentuan sebagammana yang dmmaksud pada ayat (2), penyeda 

barang/jasa untuk pekeraan konstruks1, mampu menyedakan tenaga 

ahl dan/atau peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

(4) Contoh pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara langsung d desa, 

tercantum dalam Lamp1ran I Peraturan Bupat1 1n1 

Bagan Kedua 
Perencanaan 

Pasal 9 

( 1 )  TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melput 

a Rencana anggaran baya (RAB) berdasarkan data harga pasar 

setempat atau harga pasar yang terdekat dan desa tersebut, 

b Dalam penyusunana RAB dapat memperhtungkan ongkos kirmm 

atau ongkos pengamblan atas barang/jasa yang di adakan 

c Spsfikas1 tekns barang/jasa (apabla dperlukan), dan 

d Khusus untuk pekerjaan konstruks1, diserta gambar rencana kerja 

(apab1la drperlukan) 

(2) Contoh spesfikas1 tekn1s barang/jasa yang dperlukan sebagammana 

yang dmmaksud pada ayat ( 1 )  huruf c, tercantum dalam Lampran II 

Peraturan Bupat1 1m1 

Bagan Ket1ga 
Pelaksanaan 

Pasal 10 

Pengadaan barang/jasa melalu penyeda barang/jasa me\put1 

a Pengadaan barang/Jasa dengan ndru sampru dengan Rp 50 000 000 00, 

(Ima puluh juta rup1ah) 

b Pengadaan barang/jasa dengan nla1 d atas Rp 50 000 000 00,- (ma 

puluh juta rupiah) sampa dengan Rp 200 000 000 00,- (dua ratus juta 

rupiah), dan 

c Pengadaan barang/jasa dengan nla1 di atas Rp 200 000 000 00,- (dua 

ratus juta rupiah) 



Paragraf 3 
PengadaanBarang/Jasa 

Dengan Nila1 DI Atas Rp 200 000 000,00 (Dua Ratus Juta Rup1ah) 

Pasal 13 

Pengadaan barang/jasa dengan nla datas Rp 200 000 000,00 (dua ratus 

uta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan 

a TPK mengundang dan memmnta 2 (dua) penawaran secara tertuls dam 2 

(dua) Penyeda Barang/Jasa yang berbeda dilamp dengan daftar 

barang/jasa (rnc1an barang/jasa atau ruang lngkup pekerjaan, volume, 

dan satuan) dan spesfikas tekn1s barang/jasa, 

b Penyedia Barang/Jasa menyampa1kan penawaran tertuhs yang bers 

daftar barang/jasa (rncan barang/jasa atau ruang lngkup pekerjaan, 

volume, dan satuan) dan harga, 

@ TPK men1la1 pemenuhan spesfikas tekns barang/jasa terhadap kedua 

Penyed1a Barang/Jasa yang memasukan penawaran, 

d Apabla spesfikas tekms barang/jasa yang ditawarkan 

1) drpenuh1 oleh kedua Penyeda Barang/Jasa, maka dlanurkan 

dengan proses negos1as1 (tawar-menawar) secara bersamaan, 

2) dpenuh oleh salah satu Penyeda Barang/Jasa, maka TPK tetap 

melanjutkan dengan proses negos1as1 (tawar-menawar) kepada 

Penyeda Barang/Jasa yang memenuh1 spesfikas1 teknrs terscbut, 

dan 

3) tdak drpenuh oleh kedua Penyeda Barang/Jasa, maka TPK 

membatalkan proses pengadaan 

e Apabla spesfikas1 tekn1s sebagammana dmmaksud pada huruf d porn 3) 

tdak dipenuh1, maka TPK melaksanakan kembah proses pengadaan 

sebagammana dImaksud pada huruf a, 

f Negosras1 (tawar-menawar) sebagammana dmmaksud pada huruf d pom 

1) dan pom 2) untuk memperoleh harga yang lebIh murah, 

g Has1l negos1as1 drtuangkan dalam surat peran1an antara Ketua TPK 

dan Penyeda barang/Jasa yang bers sekurang-kurangnya 

1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanan, 

2) para p1hak, 

3) ruang lingkup pekeraan, 

4) n1la1 pekerjaan, 

5) hak dan kewan1ban para pihak, 



6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, 

7) ketentuan keadaan kahar, dan 

8) sanks1 

Pasal 14 

( 1 )  Contoh penawaran tertuhs yang dbuat oleh TPK dan Penyeda 

Barang/Jasa sebagammana dmaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf 

c, dan Pasal 13 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lamp1ran III dan 

Lampran IV Peraturan Bupat1 1n1 

(2) Contoh benta acara dan surat perjan1an kerjasama sebagammana 

dmaksud dalam Pasal 13 huruf g, tercantum dalam Lampran VIII 

Peraturan Bupat1 1n1 

Bagan Keempat 
Perubahan Ruang Lmngkup Pekerjaan 

Pasal 15 

( 1 )  Apab1la drperlukan, TPK dapat memerntahkan secara tertuls kepada 

Penyeda Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lngkup 

pekerjaan yang melput1 

a menambah atau mengurang volume pekeraan, 

b mengurangjens pekeraan, 

c mengubah spesfikas1 tekns,dan /atau 

d melaksanakan pekerjaan tambah 

(2) Terhadap perubahan ruang lngkup pekeraan sebagammana dmaksud 

pada ayat (1 ) ,  Penyeda Barang/Jasa menyampa1kan penawaran tertuhs 

kepada TPK 

(3) TPK melakukan negos1as1 (tawar-menawar) dengan Penyed1a 

Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebIh murah 

(4) Untuk nla1 Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200 000 000,- (dua 

ratus juta rupiah), dlakukan adendum surat per]anan yang memuat 

perubahan ruang lngkup dan total n1la pekerjaan yang dsepakat1 

BAB VI 
PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA 

Pasal 16 

( 1 )  Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dawas1 oleh Bupat1 dan 

Masyarakat setempat 



(2) Pengawasan oleh Bupat1 sebagammana dmaksud pada ayat ( 1 ) ,  dapat 

ddelegas1kan kepada camat 

Pasal 17 

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola 

dan/atau melalu penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan 

sebagar benikut 

a Setap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus ddukung 

dengan bukti yang lengkap dan sah,dan 

b Bukt sebagammana dmmaksud pada huruf a harus mendapat 

pengesahan oleh Sekretan1s Desa 

Pasal 18 

( 1 )  Kemauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh 'TPK 

kepada Kepala Desa 

(2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesa1 100% (sasaran 

akhIr pekeraan telah tercapa), TPK menyerahkan has1l pengadaan 

barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berta Acara Serah Ter.ma 

Has1l Pengadaan Barang/ Jasa 

(3) Contoh Benta Acara Serah Tenma Hasd Pengadaan Barang/Jasa 

sebagammana dmmaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lamp1ran XII 

Lampran XIII, dan Lamp1ran XIV Peraturan Bupat1 1n1 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

( 1 )  Dalam masa trans1s1 selama pemberlakuan Peraturan Bupat1 1mm1,  

Bupat dapat membentuk TIm Asstens1 Desa 

(2) TIm As1sten Desa sebagammana dmmaksud pada ayat ( 1 )  terdin dar1 

a Unit Layanan Pengadaan, 

b Satuan Kera Perangkat Daerah, dan 

c Unsur lam terkaIt dI Pemerintah Kabupaten Pohuwato 

(3) Tugas dan fungs1 TIm Asistens1 Desa sebagammana dmmaksud pada ayat 

( 1 )  melput 

a menmgkatan kapasItas SDM, dan 

b melakukan pendampmgan pengadaan barang/jasa 



BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 20 

( 1 )  Ketentuan Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupat mm1 tdak 

berlaku untuk pengadaan tanah d1 Desa 

(2) Pengadaan tanah d1 Desa mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(3) Pengadaan barang/jasa yang telah dlaksanakan sebelum berlakunya 

Peraturan Bupat1 mm tetap sah 

(4) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mula 

berlakunya Peraturan Bupat1 mm tetap dapat dlanutkan dengan 

mengacu pada Peraturan Bupat1 11 

Pasal 2 1  

Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku seak tanggal drundangkan 

Agar set1ap orang mengetahu, memermntahkan pengundangan Peraturan 

Bupat mm dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten 

Pohuwato 

Drtetapkan d1 Marisa 

pada tanggal, 02 oembtr 2015 

P BUPATI POHUW 

Drundangkan d1 Marisa 

al 0 tovmber 2015 

H KABUPATEN POHUWATO, 

DONI N E N O ,  S  IP MM 
Pembina Utama Madya 
NIP 196406201992031004 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 39 TAHUN 2015 

TANGGAL 02 ocba 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA 

1 Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 

pelaksanaan swakelola antara lam 

• Pembehan matenal pada swakelola pembangunan jembatan esa 

sepert1 pembelan semen,bes1 beton, dan lam-lam jems bahan 

bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk 

pembangunan jembatan desa 

Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan desa 

sepert sewa Excavator untuk penggalan pondas1 jembatan, Mesmn 

Molen untuk membuat campuran beton, dan lam-lam jem1rs 

peralatan yang dibutuhkan dan perlu dsewa berdasarkan 

pert1mbangan teknis dan volume pekerjaan seh1ngga perlu drsewa 

untuk kelancaran kegatan pembangunan 

Penyedaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola 

pembangunan tempat posyandu 

• Dan sebagamnya 

2 Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung dI Desa antara lam 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pembehan Komputer,Pnnter, dan kertas 

Langganan Internet 

Pembelan Meja, Kurs1, dan alat kantor 

Dan sebagamnya 

P BUPATI POH 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA 

Contoh spesfikas1 tekns barang/jasa yang drperlakukan untuk 

penyusunan rencana pengadaan 

• Kapasrtas mesmn (cc) dan transms1 (automatic atau manual) untuk 

kendaraan roda 2 (dua) 

• Kapas1tas memon1 dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer 

• Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet 

@ •  Dmens1, jens, dan kualtas maternal untuk pembangunan gelanggang 

olah raga 

• Dan sebagamya 

P BUPATI POH 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH 

TPK KEPADA PENYEDIA BARANG / JASA 

DESA 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO 

Alamat 

(tempat/ tgl/bln/ tahun) 

Nomor 

Lamp1ran 

Penhal Penawaran Pengadaan Barang/ 

Jasa 

Kepada 

Yth 

d1 

Nama 

Jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah 11 

Ketua TIm Pengelola Kegatan (TPK) Desa 

Kecamatan Kabupaten Pohuwato 

Alamat 

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan 

Keg1atan 

Lokas1 

Dengan m1 kam1 menawarkan pengadaan barang/jasa sebaga1 

benkut 

No Nama Barang/jasa/ Volume/ 
Ruang Lngkup satuan 

Peker1aan 

SpesIfikas1 



Selanjutnya kam mohon agar dapat menyampa1kan penawaran 

kepada TIm Pengelola Kegatan atas pengadaan barang/asa 

tersebut datas dengan mencantumkan nama barang/ 

jasa,volume/satuan, spesfikas1 dan harga 

Demik1an untuk maklum dan ter1ma kas1h 

Ketua TPK 

Keterangan 
I 

Jka uraan barang/jasa tdak dapat dmmuat pada kolor d 

atas, maka dapat dlamprkan,termasuk dokumen atau data [ 
pendukung lamnnya 

TO, 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR TAHUN 2015 
TANGGAL 2015 
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH PENAWARAN DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA 
KOP PENYEDIA BARANG/JASA 

Nomor 
Lamp1ran 
Penhal Penawaran Pengadaan 

Barang/ Jasa 

(tempat/tgl/bln/tahun) 
Kepada [ 
Yth Ketua Tm Pengelola Kegatan , 
d1 

Nama 
Jabatan 

Yang bertanda tangan d bawah 1mn1 

Drrektur/Pimp1nan/atau sebutan dengan nama l a m [  
atas nama perusahaan 

Alamat 
Dalam Rangka mendukung pelaksanaan 
Kegatan 
Lokas1 
Dengan mm1 kam1 menawarkan pengadaan barang/jasa sebagar] 

benkut 

No Nama Barang/jasa/ Volume/ Spesfikas1 Harga Keterangan 
Ruang Lmngkup satuan Satuan 

Pekerjaan 

Jumlah Rp 
(terbilang) 

Demik1an untuk maklum dan ter1ma kas1h 

Penyeda Barang/Jasa 



heterangan Jika ura1an barang/asa tidak dapat dmmuat pada kolom d i [  
atas, maka dapat dlamprkan,termasuk dokumen atau data 
pendukung lamnnya 



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG 

DESA 

TAHUN 2015 

2015 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO 
Alamat 

(tempat/tgl/bln/tahun) 
Nomor 
Lamp1ran 
Penhal Undangan 

Kepada 
Yth 

d1 

Menanggap surat penawaran harga saudara 
Nomor , Tanggal , penhal Penawaran Harga, 
bersama In1 kam sampaikan hal-hal sebagar benkut 

1 Setelah menenma dan mempelaJan 1s1 surat penawaran harga I 
saudara pada prmnsrpnya kam tdak berkeberatan, tetap1 
berdasarkan harga penawaran yang saudara aukan kam 
perlu melakukan klanfikas1 dan negos1as1 harga terhadap 
penawaran saudara tersebut 

2 Untuk keperluan dmaksud kam1 mengharap kehadiran 
saudara pada 
Han 
Tanggal 
Jam 
Tempat 
Acara 

Demik1an atas perhatan dan kerasamanya drucapkan termma kas1 
Mengetahu1 Ketua Tm Pengella 
Kepala Desa Kegatan 
Selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelola Keuangan Desa 



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI 

DESA 

Pekerjaan 

Nomor 

Tanggal 

Lamp1ran 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO 

Alamat 

BERITA A CARA NEGOSIASI /KLARIFIKASI 

Nomor 

Nomor 

(uraan lingkup pekerjaan) 

Pada han1 1n1 Tanggal Tahun Dmmula pada 

pukul dengan mengambl tempat di , Yang bertanda 

tangan dbawah m ketua Tm Pengelola Kegatan (TPK) Desa 

Kecamatan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran Yang 
dangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 

tanggal bulan tahun telah melaksanakan 
negos1as1/klarfikas1 terhadap penawaran untuk pekeraan tersebut datas 
yang daukan oleh (contoh CV / Toko / UD )yang 
dthad1 oleh anggota Tm Pengelola Kegatan (TPK) dan wakl dan penyeca[ 
barang/jasa l 

Has1l Negosas1/Klarfikas1 adalah sebagar benikut ] 

No Uraan SpesIfikas1 
Pekerjaan 

Memenuh1/ 
tdak 
memenuh 
persyaratan 

Harga 
Penawaran 

(RD) 

Harga 
Negos1as1 

(RD) 

Keterangan 

DIter1ma/Tdak 
Diter1ma 
(Berdasarkan 
pertmbangan 
spes1fikas dan 
harga) 

I 



Demik1an Benita Acara mm1 dibuat untuk dipergunakan sebagammana 

mestmya 

Ketua Tm Pelaksana Kegatan (TPK) 

Nama 

Tanda Tangan 

Setuu Penyeda Barang/Jasa 

Nama 

Tanda Tangan 

Mengetahu1 

Kepala Desa 

Selaku Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa 

P BUPATI P 

ANIS NAKI 



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH PERSETUJUAN PENAWARAN 

DESA 
TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO 
Alamat 

(tempat/tgl/bln/tahun) 

Nomor 
Lamp1ran 
Penhal Undangan 

Kepada 
Yth 

d1 

Berdasarkan surat Sauadara Nomor tanggal 
, hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berta Acara 

Klar1fikas1 dan Negosas Harga Nomor dan , 
maka sampaikan bahwa setelah menermma dan mempelajar Is1I 
surat Saudara serta Benita Acara Klarfikas1 dan Negos1as1 Harga, 
maka pada prmnsrpnya kam tdak berkeberatan dan dapat 
mener1ma dengan penawaran harga yang telah disepakat sebesar 
Rp ( ) 

Sehubungan dengan hal tersebut datas, dmmnta 
kehad1ran Saudara besok pada 

Har1 
Tanggal 
Jam 
Tempat 
Acara 

Adapun Konsep Perjanj1an sebagammana terlampIr 
Demik1an atas perhat1an dan kerjasamanya ducapkan 

ter1ma kasth [ 

Mengetahu1 
Kepala Desa 
Selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelola Keuangan Desa 

Ketua TIm Pengelola 
Keg1atan 

I 
I 

UWATO, 

ANIS NAKI 



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN PENYEDIA 

BARANG / JASA 

PERJANJIAN KERJASAMA 

Pada han1 11 

Nomor 
Nomor 

tanggal bulan tahun bertempat di 

, yang bertanda tangan di bawah 11 

1 Nama 

Jabatan Ketua Tm Pengelola Kegatan (TPK) Des.a 

Kecamatan Kabupaten 

Alamat 

Selanutnya dsebut sebaga1 PIHAK KESATU 

2 Nama 

Jabatan (atas nama penyedia barang/jasa) 

Alamat 

Selanjutnya dsebut PIHAK KEDUA 

Berdasarkan has1l Berta Acara Negos1as/Klarfikas1 nomor 

tanggal tahun atas pekerjaan ,PIHA 

KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuu/sepakat dengen 

ketentuan sebagar berikut 

1 Lngkup Pekerjaan 

sesua1 spesfikas1,lokas1, jumlah atau volume ) 

2 Nla pekerjaan Rp (dengan huruf ) 

3 Hak dan kewan1ban para prhak 

a PIHAK KESATU mempunya1 hak untuk men1lt, menerma 

menolak atau memenntahkan PIHAK KEDUA untuk 

menyempurnakan atau menggant barang/jasa yang 

dadakan oleh PIHAK KEDUA apab1la tdak sesua1 spes1fikas 

umlah atau volume berdasarkan has1l negos1as1/klarfikas1 

antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA 

( Mengurakan lgkup pekerjaen 



b PIHAK KESATU mempunya kewanban untuk membentu 

penyelesaran pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan 

oleh PIHAK KEDUA apabda PIHAK KEDUA telah 

melaksanakan kewabannya atas pengadaan barang/jas 

yang telah dsepakat oleh KEDUA BELAH PIHAK, 

c PIHAK KEDUA mempunya kewan1ban untuk melaksanakan 

pekeraan sesua spesfikas1,waktu, jumlah atau volume 

pekerjaan penggadaan barang/jasa yang telah disepakat1 oleh 

KEDUA BELAH PIHAK serta membayar paak-paak ata 

dalam bentuk lam sesua1 ketentuan peraturan yang berlaku, 

d PIHAK KEDUA mempunya hak untuk mendapat pembayaran 

apab1la PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesua 

spes1fikas1,jumlah atau volume berdasarkan has1l 

0 negos1as/klarfikas antara KEDUA BELAH PIHAK, 

4 Jangka waktu pelaksanaan selama han kalender mula 

tanggal tahun sampa1 dengan tanggal tahun 

5 Ketentuan keadaan kahar ( menguraakan keadaan d 

luar dugaan, perkrraan dan kemampuan manus1a yang 

mengakibatkan kerugan atau menghambat pelaksanaen 

pekerjaan sepert bencana alam, kerusuhan, dan lam-lam untuk 

menjad1 pert1mbagan dalam penyelesaan pekerjaan den 

penyelesa1an hak dan kewan1ban para pihak ), 

6 Sanks1 (mengurakan bentuk sanksr yang diben1ken 

kepada PIHAK KEDUA apabla PIHAK KEDUA tdak memenuh 

ketentuan dalam pelaksanaan pekeraan ) 

PIHAK KESATU 

Ketua TPK 

PIHAK KEDUA 

(Penyeda Barang/Jasa) 

WATO, 



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG 

TAHUN 2015 

2015 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN 

KOP PENYEDIA BARANG/JASA 

(tempat/ tgl/bln/ tahun) 

Nomor 
Lamp1ran 
Penhal Undangan 

Kepada 
Yth 

d1 

Berdasarkan surat Perjanj1an Nomor tanggal 

, maka perlu kam sampaikan bahwa pekeraan telah 

selesa1 dan dengan mm1 kam krmmkan has1l pelaksanaan 

pekerjaan , untuk dapat drtelt pakah sudah sesua1 dengan 

spesrfikas1 tekmrs atau belum 
Demik1an atas perhatan dan kerasamanya drucapkan 

terma kash ] 

Drektur/PImp1nan/ Pem1hk 

'--------------------------------- J 

P BUPATI PO ATO, 



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN 

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN 

NOMOR 

NOMOR 

Pekerjaan 

Pada han1 mm , tanggal bulan tahun 
Pada Pukul bertempat di , kam1 yang bertanda tangan 
dibawah 11 secara bersama-sama telah melakukan pemeniksaan atas 
pekerjaan yang telah dikerakan Penyeda Barang/dasa 
dar1_ 

I 

I 
Ketua TIm Pengelola Kegetan Drektur/ Pmpman/ Pemilk 

Rapat drpmmpIn oleh Ketua Tm Pengelola Kegatan dengan 
Phak Penyeda barang/jasa dan1 _ 

Pada saat pemeniksaan has1l pekerjaan pihak penyeda barang/asa [ 
dhad1r oleh , dengan has1l sebaga ber1kut 
1 Bahwa TIm Pengelola Kegatan Menyatakan telah mener1ma has/ 

pekerjaan yang telah drserahkan oleh Penyed1a Barang/Jasa dar1 
dan telah sesua dengan yang telah disepakatI bersama, dan 

2 Penyeda barang/jasa dan1 menyambut ba1k dan 
mengucapkan ter1ma kasth atas kepercayaan yang telah diber1kan 
Demikan Berta Acara m1 d1buat rangkap 2 (dua) masmg-masmg 

1 bermatera cukup dan mempunya kekuatan hukum yang sama untuk 
dpertanggung jawabkan sesua peraturan perundang-undangan yang [  
berlaku 

Mengetahu1 
Kepala Desa 

Selaku Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa 

P BUPATI PO ATO, 

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN 
KOPTPK 

(tempat/ tgl/bln/ tahun) 
Nomor 
Lamp1ran 
Penhal Laporan Has1l Pekeraan 

Kepada 
Yth 

d1 

• 

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 
Tahun , tentang Pembentukan Tm Pengelola Kegatan 

,maka dengan mm kam laporkan bahwa keg1atan telah 
selesa1 dilaksanakan pada Adapun dokumen pelaksanaan I 
kegatan sebagammana terlampIr ] 

! 

Demik1an atas perhatan dan kerasamanya drucapkan / 
I 

ter1ma kas1h 

Ketua TIm Pengelola Kegatan 

WATO, 



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN 2015 

TANGGAL 2015 

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA 

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 
NOMOR 
NOMOR 

Pada han mm1 tanggal bulan 
bertempat d1 ,telah dlaksanakan 
pekerjaan antara 
1 Nama 

Jabatan 
Alamat 
Selanjutnya dsebut PIHAK PERTAMA 

2 Nama 
Jabatan 
Alamat 
Selanjutnya dsebut PIHAK KEDUA 

tahun 
pembayaran atas 

Kepala Desa 

Ketua Tm Pengelola Keg1atan 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah mener1ma has1l pekeraan 
berupa dalam keadaan bak dar1 PIHAK KEDUA sesua1 

PIHAK KEDUA telah menyerahkan has1l pekerjaan berupa 
keadaan ba1k kepada PIHAK PERTAMA 

dalam 
---- 

Demik1an Berta Acara m dbuat rangkap 2 (dua) mas1ng-masing bermatera1 
cukup dan mempunya kekuatan hukum yang sama untuk drpertanggung 
Jawabkan sesuru peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Drektur/Pmp1nan/Pemilk Ketua Tm Pengelola Keg1atan 

Mengetahu1 
Kepala Desa 

Selaku Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa 

P BUPATI PO ATO, 



DESA 
TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO 
Alamat 

SERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) 
PEKERJAAN PENGADAAN 

No. _ 

Pada han1 1n1 , tanggal bulan tahun (   
), kam yang bertanda tangan dibawah 1n1 

1 

Pam1ta / Peabat Penermma Has1l Pekerjaan 
, d al am  hal 1n1 bertmndak untuk dan atas nama 
Peabat Pembuat Komtmen_,K/L/D/I_,yang berala mat 
d1_,yang selanutnya dsebut PIHAK PERTAMA 

2 Nama Penyeda : 

yang berkedudukan d1 
PIHAK KEDUA. 

, y an g  selanutnya dIsebut 

Berdasarkan kontrak/SPK No tanggal_Bulan 
_Tahun , Phak pertama telah melakukan pemeriksaan sesua1 
ketentuan kontrak/ SPK sebagar berikut 
l (ketentuan pemenksaan dalam Kontrak/ SPK) 
2 

Kedua belah telah phak sepakat untuk mengadakan serah ten1ma 
pekeraan sesua1 dengan ketentuan Kontrak/ Surat Perintah Kera sebaga 
benkut 
1 (sesua jens, spesfikas tekns, pumlah, waktu, tempat, fungs dan/ atau 
ketentuan lanna dalam 

Kontrak/ SPK) 
2 

dan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA 
menenma dengan ba1k pelaksanaan pengadaan tersebut 

Demik1an Benita Acara Serah Ter1ma mm dbuat untuk digunakan 
ebagammana mestmnya 

PIHAKKEDUA PIHAK PERTAMA, 

NIP _ 


